
Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Guru 
Madrasah Diniyah/Guru Taman Pendidikan Al 
Qur'an/Ustadz/Ustadzah Non Pegawai Negeri Sipil, perlu 
diberikan honorarium yang layak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan standarisasi 
honorarium Guru Madrasah Diruyah/ Guru Taman 
Pendidikan Al Qur'an/Ustadz/Ustadzah Non Pegawai 
Negeri Sipil dalam Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 
tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa 
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjamegara Tahun 
Anggaran 2019; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dal.am 
Lingkungan Provinsi J awa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

BUPA TI BANJARNEGARA, 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG STANDARISASI INDEK 
BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN 

DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NO MOR &,7 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

BUPATIBANJARNEGARA 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perun bangan Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu bl.ik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 }; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telab diubab beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tabun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



Ketentuan Lampiran l Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 72 Tahun 2018 
tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan 
dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjamegara 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 
Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Banjamegara Nomor 60 Tabun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 tentang Standarisasi 
Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang 
Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjamegara Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 60) poin I A.14. 
Biaya Operasional Kegiatan Lainnya ditambabkan ketentuan pada Pelayanan 
Kehidupan Beragama dengan rincian honorarium Guru Madrasah 
Diniyah/Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Ustadz/Ustadzah Non Pegawai 
Negeri Sipil sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Bupati ini. 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATVRAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 72 TAHUN 
2018 TENTANG STANDARISASI INDEK BlAYA HONORARIUM 
KEGrATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN 
BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019. 

MEMUTUSKAN : 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
N~gara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubaban Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 'ranun 201!5 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjamegara Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2008 Nomor 7); 

15. Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 72 Tahun 2018 
te.ntang Standarisasi lndek Biaya Honorarium Kegiatan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan 
Pernerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 
2019 (Serita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 60 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 tenta.ng 
Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan 
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 
2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjamegara Tahun 
2019 Nomor 60); 

Pasal I 



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR C?7 

Diundangkan di Banjamegara 
pada tanggal 4- t ?- - , 0\ 9 

ARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

BUDHI SARWONO 

~UPATI BANJARNEGARA, 

-1.... ==-- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bertta Daerah Kabupaten 
Banjamegara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal IT 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal .t{ - 1 :l - :io \~ 



BUPATIBANJARNEGARA 

~i... ~ 

KODE KEGIATAN Uraian Keziatan Satuan Harza 
5.2.1.02.04.01.01.02. Pelavanan Kehidupan Beragama 
5.2.1.02.04.01.01.02. Honorarium Guru Madrasah Tahun 1.000.000 

Diniyah/Guru Taman Penclidikan Al 
Qur'an/U stadz/U stadzah Non 
Pezawai Negeri Sipil 

BlAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM 
Biaya Kegiatan U mum 
Biaya Operasional Kegiatan Lainnya 

I. 
I. A. 
I. A. 14 

STANDARISASI INDEK 
BIAVA HONORARIUM K.EGIATAN, BIAVA PEMELIHARAAN 

DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR to7 TAHUN 2019 
TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI 
BANJARNEGARA NOMOR 72 TAHUN 2018 
TENTANG STANDARlSASI INDEK BIAVA 
HONORARIUM KEGIATAN, BIAVA 
PEMELIHARMN DAN PENGADAAN 
BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 
ANGGARAN 2019 

BUDHl SARWONO 


